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PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023

Jumlah 236 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 142
PEREMPUAN : 94

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI Pendidikan  Tidak / Belum Sekolah : 0Diploma2:0
SD:2 Diploma 3 ; 23
NILAI INDEKS SMP : 5 S1:106

SMU : 92 S2:8

4,00 , 99,94% Diploma 1:0 §3:0

Pekerjaan PNS : 11 SWASTA : 123

TNI: 0 WIRAUSAHA : 38
POLRI: 3 TENAGA KONTRAK : 0
LAINNYA : 61

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur

1.Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,975
2.Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 4,000
3.Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta 4,000

imbalan tertentu ?

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Sehubungan dengan tarif resmi tanpa ada biaya tambahan, telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya banner-banner berkaitan dengan biaya/tarif
resmi tanpa adanya biaya tambahan dari biaya atau tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditentukan, biaya PNBP
tersebut disetorkan melalui kasir dengan diberikan bukti tanda terima, biaya panjar ongkos perkara disetorkan melalui rekening Bank BTN
KC.Pontianak. (kecuali terhadap perkara perdata yang masih dalam proses pemeriksaan dan biaya panjar ongkos perkaranya sudah tidak
mencukupi untuk pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak).

2. Sehubungan pelayanan oleh petugas PTSP di Pengadilan Negeri Pontianak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, telah terlaksana
dengan baik, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, persyaratan pelayanan sudah dibuat banner-banner, Website,
WhatsApp, Instagram dan barcode di setia p meja pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Pontianak.

3. Dalam memberikan pelayanan kepada pencari hukum atau masyarakat sudah cepat, tepat dan mudah dengan tidak menggunakan jabatan
untuk memperoleh imbalan. Sudah sesuai dengan 8 nilai utama mahkamah agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2018, Aparatur Sipil Negara Mahkamah
Agung maupun PPNPN (petugas PTSP) harus mewujudkan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat
bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
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